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BUPATI BOMBANA .
PROVINSI SULAWES! 'rENCreﬁm S
PERATURAN BUPATI BOMBANA |
NOMOR [§ -TAHUN 2016 ; ¥ :

TENTANG BNk
RENCANA INDUK PELABUHAN BOEPINANG KECAMATAN POLEANG
KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- TAHUN 2016-2035 R ? i ;
i e i
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.? '

‘E:ij H
BUPATIBOMBANA, -_‘-

. Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketcntudn Pasal 20 dan
Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhanan sebagam'lana telah d1ubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor ()4 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pernenntah Nomor
. 61. Tahun 2009 tentang Kepclabuhanan, setiap
pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan
untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yaxlag !dltetapkan
oleh Bupati Bombana dalam Tata Ruang Wllayah

) ' Kabupaten Bombana; 3 " '|
' b. bahwa berdasarkan perhmbanganl sebagmmana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bombana tentang Rencana Induk Pelabuhan
Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten! Bombana

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 20 16-2035

® ey

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bomban.a.' 'lKabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara d: Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lernbaran } Ne; ara| Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 |iTambahan

- Lembaran Negara Republik Indonema Nomor|4339),

2. " Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem
Perencanaan Pembangunan Naswna.l (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 lNomor 92,
Tambahan Lembaran Ncgara Repubhk|; Indone31a
Nomor 4310); T 3 ;

28

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negm‘a Repubhk Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4728), j; : ; /




10.

11.

12.
13.

14,

" 15.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran|Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4849); - ‘ é:i ';
Undang-Undang - Nomor 32 Tahunl 2009 tcntang
Perlindungan dan Pengelolaan Lm;,kungan :Hidup
(Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Ncgara Repubhk
Indonesia Nomor 5059); | .-; wa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun‘ ' 20 14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran | Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, || Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesma, Nomor : 5587)
sebagaimana telah diubah beberap.1 | ka11 terakhlr
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas . Undang—Undang | 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indone31a Nomor 567 9),
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah - Na31onal| Lembaran

‘Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan h*mbaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5070), | E - iii

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 20|10 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lc;n}bal!'an Negara
Republik Indonesia Nomor 5093);. =~ | B il

Peraturan Pemerintah Nomor 21; Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritin (Mmbmm Negara
Republik Indonesia Tahun 2010’ Nomor' 2’7 "I‘ambahan

Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 5109};

'Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang
‘Angkutan di Perairan (Lembaran \Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahaxll Len?baran
Negara Republik Indonesia Nomor 5208), 5

'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum | Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Pcrhubungan Nomor KM 31 Tahun

2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di -

Lingkungan Departemen Perhubungan f ' 5 : 'a
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun
2002 tentang Penyclenggaraan Pelabuhan Laut

' Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun

2

2003 tentang Rencana Pembangfulnan Jangka

'
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Menengah Dacrah (RPJMD) Provmm Sulawcs1 Tenggara
Tahun 2013 - 2018; SN
16. Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara|Nomor 2. Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wﬂayah ProvanI
Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034 |
17. Peraturan Daerah Kabupaten : Bombana Nomor 22
Tahun 2012 tentang Perubahan Kctlgd Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bombana Nomort 7 Tahun 2008
tentang Pembentukan Orgamsa31 i dan |Tata Kerja
- Perangkat Daerah Kabupaten Bomband,. : '
18. Peraturan Daerah Kabupaten ! Bornbana Nomor 20
Tahun 2013 tentang Rencana Tata l Ruang Wllayah
Kabupaten Bombana Tahun 2013 203 o
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG| RENCANA
INDUK PELABUHAN BOEPINANG KECAMATAN| POLEANG
KABUPATEN BOMBANA PROVINSI. summ,sr |TENGGARA
TAHUN 2016-2035 : caNE '
BAB I i

KETENTUAN UMUM |

Y
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Dalam Peraturan Bupati Bombana yang d1 maksud dengan ok : i
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bom
Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana. o | | L : !
Bupati adalah Bupati Bombana. S i 3
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dcm/atau peran‘an
dengan batas-batas tertentu sebagai ternpat keglatan, pelayanan
pemerintahan dan kegiatan pengusahaan: yang ; dlpergru!na.kan sebaga.l
tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan / ataq bongkar muat
barang berupa terminal dan tempat berlabuh: kapal | j,fang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan dan keamanan' pclayar"m dan kegiatan
penunjang pelabuhan sebagai tempat perpmdaha.n mtra dan|antar moda .
transportasi. o ‘l‘

S. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaltan |dengan keglatan
penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lamnya dalam melaksanakan
fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, . keamandn dan ketertiban
arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar,
tempat perpindahan, intra danfatau antar moda serta! mendorong
perekonomian Nasional dan Daerah dengan tetap, memperhatlkan tata
ruang wilayah. SO ':i ;

6. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fung51 pokoknya melayam
kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutanl laut dalam
negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan .bagl pelabuhan

utama dan pcrlabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal asal tujuan
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penumpang dan/atau barang serta angkutan penyi Brangan . dengan
jangkauan pelayanan dalam provinsi. - P ;

7. Rencana Induk Pelabuhan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten

- Bombana yang selanjutnya disebut Rencana Induk adalah pengaturan
ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan
perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah hngkunganj kepentmgan
pelabuhan. i ;,! e

8. Rencana Tapak adalah proses lanjut dari rencana mduk peIabuhan
Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana yang mcncakup
rencana tata letak pelabuhan yang  bersifat tekms dan| konseptual
perpetakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana
teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya. . = | ! :

9. Rencana Konstruksi Terinci adalah penjabaran sehap ririci rencana tapak
sebagaimana dasar kegiatan pembangunan . Pelabuhanl Bocpmang
Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana yang mencakupgaimbaran dan
spesifikasi teknis bangunan, fasmtas dan prasarana ‘tclrmasuk struktur
bangunan dan bahannya. , . 'I l:
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MAKSUD DAN TUJUAN | ' |
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Pasal2 || %
IR
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan | : !
1. Sebagai pedoman dalam pengembangan, pernbangunan dan‘ operaswnal
kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Boepmang Kecarnatan Poleang
. Kabupaten Bombana. ? - ! :

2. Sebagai alat pengendalian dan pengawasan segala keglatan kepelabuhanan
baik pembangunan, pengembangan dan operasional pe]abuhan !

3. Sebagai alat pengatur kepelabuhanan baik pembangunan, | pengembangan
dan operasional baik sekarang ini maupun masa mendatang selsua.l ‘dengan
kurun waktu perencanaan yang ditetapkan da.lam peraturan perundang—
undangan. _ _ : | I‘é |
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Pasal 3 .!
Tujuan Rencana Induk Pelabuhan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten
Bombana Tahun 2016-2035 adalah untuk menyusun program/rencana
kegiatan kepelabuhanan jangka pendek, menengah dan Jangrka panjang yang
merupakan fungsi serta peran yang disandang atau dltetapkan pada
Pelabuhan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana yang meliputi :
1. Menetapkan rencana penetapan fungsi kcglatan pokok dan penunjang
pelabuhan jangka pendek, menengah dan panjang. : 1 _: , :
2. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan fa',?lllta§ dan utilitas
pelabuhan. - | ;
3. Menyusun rencana pengelolaan Imgkungan geoﬁmka dan arahan jenis-

jenis penanganan hngkungan
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4. Menyusun rencana pelaksanaan tahapan pembangunan dan
pengembangan pelabuhan jangka pendek, mcnengah dan pan_]ang

S. Menyusun rencana kebutuhan ruang daratan da.n !peraxran serta
pemanfaatan ruang daratan (land - use} maupun [ rufllng pera1ran
(water use). 3 EERE ;

6. Sebagai alat pencapaian tujuan/sasaran yang hcndak dlcapa!u dari fungsi
dan peran serta setiap pelabuhan dimasa mendatang keglatan pcIabuhan
dari masing-masing pelabuhan ke dalam rencana keglatani kepelabuhanan :
jangka pendek menengah dan jangka panjang. - ' .o ! 'a

Pasal 4 !’

Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Boepmang
Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana mehputl ,pclayanan jasa
kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemermtahan dan’ kegxata.n ckonoxm
lainnya serta pengembangannya sesuai dengan rencana mduj{ pelabuhan
 Pasals . o
(1) Untuk penyelenggara keglatan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4
dibutuhkan lahan sebagai berikut : = I 3 :
a, Area Daratan seluas 1,4 Ha (satu koma empat hektar) o ; (
b. Area Perairan seluas 28,16 Ha (dua puluh delapan koma 'e_nlam belas
hektar). . : | | :
(2) Area Daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huri:f la dxgunakan‘
" fasilitas sebagai berikut :
Dermaga alat system fender dan alat penambat
Trestel
Causway
Area penumpukan S C 4
Kantor pelabuhan S REEE R Y
Ruang TKBM I
Gudang | k. I :
Pos jaga ' ‘
Gapura | l S
Area parkir penumpang o 5 '; ,_
Area parkir truk barang o : T
. Jalan - ' ' i| ?
Ruang terbuka hijau ' o SR §,

Pemadam kebakaran ' I S :
Mushollah - ' ' T i'?f;- =
Area penumpukan penumpang (ruang tunggu pcnumpang] ,
Bangunan utilitas seperti rumah genset, 51stem komumkam, sistem

penyedia air bersih dan listrik, pengolahan hmbah (padat dan caur), dan #‘

v 3
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pompa BBM : i i
s. Fasilitas pemehharaan dan perbaikan peralatan SaranawBanm Navxgasx
Pelayaran (SBNP) 4 4 - § : ; |
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(3) Area perairan sebagaimana dunaksud pada ayat (1) huriuf ib dlgunakan
untuk fasilitas sebagai benkut : ,;: |1 -

a. Alur pelayaran : it .
b. Areaberlabuh/sandar kapal penumpang . = .1 1::: i
. Area berlabuh/sandar kapal barang T »
d. Kolam putar kapal penumpang SRR A
e. Kolam putar kapal barang SRR PR ;
f. Area alih muat | N I'

g. Areapmdahlabuhkapalbarang o ‘| o
h. Area keperluan darurat R
i. Area keperluan kapal mati | SR :
j. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) ;f: i :

: ; I l { ‘ i
(4) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlgambarkan
oleh garis yang menghubungkan titik koordlnat sebagalmana tercantum

dalam lampiran Peraturan Bupati ini. I ;3 o
NEFT.
BAB III R I
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILI!TAS|
Pasal 6 R R

R :

(1) Rencana pembangunan dan pengembangan fas1l1tas Pelabuhan Bocplnang-
Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana untuk memenuhl kebutuhan jasa
pelayanan pelabuhan sebagai berikut : S | _ ; e i
a. Tahan 1 dari Tahun 2016 s/d 2020 o o
b. Tahap II dari Tahun 2020 s/d 2025 D R j
c. Tahap Il dari Tahun 2025 s/d 2035 ‘ - Lo {

(2) Rincian tahapan pembangunan dan pengembangan faslhtalts pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat: (1) sebagmmana tt?rcantum pada
lampiran Peraturan Bupati ini. | . ﬁ S |

:
H

Pasal7 | :
(1) Pembangunan dan pengembangan fasmtas pelabuhu.n sebagalmana‘ '
dimaksud dalam Pasal 6 wajib didahului dengan S‘cud; Anahsa Mengcnau

Dampak Lingkungan. b 1;

(2) Pembangunan dan pengcmbangan fasﬂltas pelabuhctn dllaksanakan
dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan da.n |kcmampuan
pendanaan sesuai ketentuan peraturan: perundang undangan yang
berlaku. _ : ’ E

I ! N

Pasal 8 B 1
Rencana Tapak dan Rencana Teknis terinci untuk pclaksanazm pembangunan b‘
/
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dan pengembangan fasilitas pelabuhan disahkan oleh Dlrektur Jenderal
~ Perhubungan Laut. : \ P ;;: "! o %
. P ‘ : .'1 _ ;
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BABIV i i
JANGKA WAKTU = .. jif-; !

Pasal 9 '~t?3t§§if

Rencana pembangunan dan pemanfaatan lahan darat‘m dan permran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama 20
(dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembah setlap 5 (hma) t'ahuln 3
. | :

BAB V IR I
KETENTUAN PENUTUP = |} || |
Pacal 10 i ::

Petunjuk teknis sebagai pelaksanaan Peraturan ini akan dlatur leblh lanjut
dengan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Infonna31 Kabupaten Bombana
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Pasal 11 . } I
l f l
. Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal dlundangkan i

r b g i

\ l | i !
" Agar setiap Orang mengetahumya memerintahkan. pengundangén Peraturan
Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Benta Daerah Kabupgten Borr_xbana

1!..

Dltetapkan di Rumbla, |
PARAF lgomnus _' ] ~ pada tanggal 5. Jun ' |j2016
. . ‘ ! ! !
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Diundangkan di Rumbia = - Bk
pada tanggal 9. JUnt 2016 SUEEEEE B B
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